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ABSTRAK 

 

Akbar Satria. 201710115069. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penyelundupan Hewan Yang Dilindungi Di Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Dan Ekosistemnya. 

Saat ini, satwa-satwa yang dilindungi oleh negara sudah sangat sulit dijumpai di 

habitat aslinya karena telah terancam punah oleh manusia itu sendiri dan 

kerusakan pada habitatnya. Penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar 

adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

perdagangan satwa liar, seperti perburuan satwa liar yang dilindungi. Identifikasi 

masalah dalam penulisan skripsi ini mengenai penerapan pasal-pasal pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya oleh aparat penegak hukum dalam memberantas 

penyelundupan dan perdagangan hewan yang dilindungi sehingga terciptanya 

penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi hewan yang 

dilindungi oleh negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai pengaturan 

perlindungan terhadap hewan yang dilindungi negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi 

terjadinya tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi 

di Indonesia dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di 

Indonesia. Untuk mengetahui upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di 

Indonesia, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta data yang 

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaturan 

perlindungan terhadap hewan yang dilindungi negara berdasarkan Pasal 21 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengenai pelarangan terhadap perburuan, 

penyelundupan dan perniagaan satwa yang dilindungi masih belum efektif. Upaya 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau 

perdagangan hewan yang dilindungi oleh negara saat ini tidak dapat ditegakkan 

dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya terutama yaitu mengenai 

ancaman pidana minimum yang tidak ada pada ketentuan Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya. 

Kata kunci: penegakan hukum, penyelundupan, hewan yang dilindungi. 
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ABSTRACT 

 

Akbar Satria. 201710115069. Law Enforcement Against Criminal Actors of 

Smuggling Protected Animals in Indonesia Based on Law Number 5 Year 1990 

concerning Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems 

Currently, animals protected by the state are very difficult to find in their natural 

habitats because they are threatened with extinction by humans and damage to 

their habitats. Other causes that threaten the sustainability of wildlife are wildlife 

trade and other activities related to wildlife trade, such as hunting for protected 

wildlife. Identification of problems in writing this thesis regarding the application 

of criminal articles in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of 

Biological Natural Resources and Their Ecosystems by law enforcement officers 

in eradicating smuggling and trade in protected animals so as to create law 

enforcement and provide legal protection for animals protected by the state. The 

formulation of the problem in this thesis is regarding the regulation of protection 

of state protected animals based on Law Number 5 of 1990 concerning 

Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and law 

enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of smuggling or trading 

of protected animals in Indonesia. 

This study aims to determine the reasons behind the occurrence of criminal acts 

of smuggling or trading of protected animals in Indonesia and to find out law 

enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of smuggling or trading 

of protected animals in Indonesia. To find out efforts to protect and enforce law 

against perpetrators of criminal acts of smuggling or trading of protected animals 

in Indonesia, this thesis uses a normative juridical research method by analyzing 

the laws and regulations that govern it and the data used are primary legal 

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation on the 

protection of state protected animals based on Article 21 Paragraph (2) of Law 

Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and 

Their Ecosystems regarding the prohibition of hunting, smuggling and trading of 

protected animals is still not effective. . Law enforcement efforts against 

perpetrators of criminal acts of smuggling or trading in animals protected by the 

state currently cannot be enforced due to several factors that influence it, 

especially regarding the minimum criminal threat which does not exist in the 

provisions of Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of 

Natural Resources. Life And Its Ecosystem. 

Keywords: law enforcement, smuggling, protected animals. 
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